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MOTTO 

 

Semua orang akan senang dan puas berhadapan dan bergaul dengan orang 

yang jujur, sebab mereka tiada khawatir akan terkicuh dan terpedaya. (ASH 

SHIDQATU = benar = jujur).
*

                                                           
*
 Barmawie Umary. 1988.  MATERIA AKHLAK. Solo. CV. RAMADHANI. Hlm 53 
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RINGKASAN 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung-Banyuwangi diwarnai 

dengan adanya persengketaan antara calon kepala desa yang bernama 

MURWANTO dengan pesaingnya yakni ANDIK PURWANTO dan PAMINTO 

HADI. Persengketaan tersebut dipicu adanya ketidak jujuran dari MURWANTO 

yang ”Menggunakan Surat Palsu/Ijazah Palsu”. Sehingga MURWANTO dapat 

memenangkan pemilihan kepala desa tersebut. Hal demikian seperti halnya didalam 

penjelasan Putusan Mahkamah Agung No. 2248 K/Pid/2011 yang menjelaskan pula 

kronolgis awal munculnya sengketa pemilu kepala desa. Dalam skripsi ini 

menitikberatkan pada isi dari Putusan Mahkamah Agung yang telah melahirkan 

kasus tersendiri dikala MURWANTO telah diangkat sebagai Kepala Desa 

Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi, serta arah kebijakan Bupati Banyuwangi 

dalam menyikapi kasus tersebut.  

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni: pertama, untuk mengetahui apakah 

pengangkatan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 

7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan 

dan Pemberhentian Kepala Desa. Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum dari 

sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, 

Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir atau Ketiga, untuk mengetahui 

pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala desa 

tersebut. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode 

pendekatan undang-undang, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik 

tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni 
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mencakup: Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Tugas dan Wewenang 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Asas-asas Pemerintahan Daerah, 

Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sebagai 

bagian dari pemerintahan daerah, Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Kepala Desa, 

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, Larangan Kepala Desa, Pemilihan 

Kepala Desa, Syarat-syarat calon Kepala Desa, Syarat pemilih, Panitia Pemilihan 

dan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab. 

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab 

yakni pertama, pengangkatan kepala desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran 

kabupaten Banyuwangi berdasarkan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomo 

7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan 

dan Pemberhentian Kepala Desa. kedua, akibat hukum dari sengketa pemilihan 

kepala desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Dan 

ketiga, pertimbangan mahkamah agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala 

desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi. 

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pertama, bahwa berdasarkan proses 

dari pengangkatan kepala desa Sumberagung yang telah dilakukan, dalam hal ini 

sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 40, Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kedua, akibat hukum 

yang timbul dari sengketa Pemilihan Kepala Desa Sumberagung-Banyuwangi 

adalah tidak adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap 

surat keputusan pengesahan pengangkatan kepala desa Sumberagung, sehingga 

MURWANTO tidak lengser dari jabatan kepala desa Sumberagung. Ketiga, 

Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memutus sengketa 

pemilihan Kepala Desa Sumberagung- Banyuwangi sudah tepat yakni membatalkan 

putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 442/Pid.B/2011/PN.BWI.,dan 

mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. 

Menurut Amir Machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan 

bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang 

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari 

sudut organisasi demokrasi
2
  berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh 

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan 

rakyat.
3
 Jadi, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang 

desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan 

kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu 

Pemeritahan Desa.  

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,
4
 maka kemudian 

dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  

dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi:  

” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan 

desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan 

desa.”  

                                                           
2
 Pengertian demokrasi secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “demos”  yang berarti rakyat, dan  

“kratos” berarti kekuasaan atau “berkuasa” dengan kata lain demokrasi yaitu rakyat yang berkuasa 

atau “government of rule by the people” (Miriam Budiarjo, 1977) . dalam Bambang Istianto. 2011. 

Demokrasi Birokras., Jakarta. Mitra Wacana Media.hlm  18;   
3
mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20(4).rtf diakses tanggal 3 

September 2013 pukul 19.15 WIB;  
4
 Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap 

provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang”. 
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